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HALAMAN PERNYATAAN 
 
 
 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “ Desa Sebagai 

Kesatuan Masyarakat Hukum Dalam Perspektif Kemandirian ( Studi 

Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo )” ini adalah 

hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah 

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik strata satu, strata dua dan 

atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lainnya. 

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian , sumbernya dijelaskan di 

dalam tulisan dan daftar pustaka. 
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ABSTRAK 

Wartoyo, Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum dalam Perspektif Kemandirian 
( Studi Kasus di Desa Jati Kecataman Gatak Kabupaten Sukoharjo ). Tesis, 
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Program Pascasarjana 2011. 

 
Perkembangan masyarakat desa di Indonesia memiliki nilai yang 

sangat strategis berkaitan dengan pertumbuhan demokratisasi dan 
perekonomian rakyat, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan 
penduduk pedesaan. Sistem pemerintahan desa telah dikenal sejak penjajahan 
Belanda hingga era reformasi. Dalam upaya pemberdayaan desa yang meliputi 
seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diperlukan eksistensi peranan 
hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan 
desa telah banyak dikeluarkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan 
Pemeintah, Peraturan Daerah hingga Peraturan Desa, namun yang menjadi 
permasalahan mengimplementasikan peraturan desa yang sekaligus cenderung 
dipengaruhi oleh kultur masyarakat adapt. 

 
Metode penelitian yang dipakai metode diskriptif analisis dengan 

pendekatan yuridis normative untuk mengetahui eksistensi peraturan hukum 
dalam pemberdayaan pemerintahan desa . Penelitian ini mengambil 14 lokasi ( 
empat belas ) desa di kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang tidak 
memspesifikasi sampel pada desa tertentu untuk dapat meliat fenomena dan 
karakteristik masing-masing desa secara utuh. 

 
Substansi peraturan hukum yang mengatur tentang pemerintahan desa 

( Peraturan Daerah dan Peraturan Desa ) tidak mampu menampung 
permasalahan yang berkembang di desa. Kondisi ini diperburuk dengan iklim 
hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah ( Kabupaten ) 
yang buruk. Hal tersebut berkaitan dengan tarik ulur kewenangan, khususnya 
terhadap sumber peendapatan daerah yang berada di desa. 

 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  Desa Jati dipilih 

sebagai Profil Desa Mandiri di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, 
Pelaksanaan Desa Mandiri berpedoman pada Perda Nomor 4 Tahun 2006, 
Perda Nomor 16 Tahun 2006, dan Pperaturan Bupati Nomor 21 Tahun 2006. 
Model Desa sebagai masyarakat hukum yang ideal mencakup aspek 
kelembagaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat , konsep 
pembangunan desa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.    
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ABSTRACT 
 
 

Wartoyo, Rural of union law societyin existence of rural ( problem law study of 
Jati Village Gatak District Regional Sukoharjo) Thesis, Master 
Program of education law, Muhammadiyah Universety of Surakarta 
Post Graduate work Program 2011. 

 
Development of rulal governments in Indonesia has a strategical 

significantly value related to the growth of community. Rural 
Government system has been well-known since the colonial until 
reformation era. In an effort of rural emponnment involving all 
governmental and society elements, the exsistence of statutory rules is 
very required . The Laws goverming rural governments have been 
variously issued ranging from The Laws, government Rules and 
Regional Rules until rural laws, however the main case is the lack of 
rural potency , ( human and natural resources ) and the lack of rural 
apparatus who can implement rural rules  that simultaneously lend to 
be influenced by traditional culture of society. 

 
The menthod used was descriptive analysis using a normative 

judicial approach to know the existence of laws in empowering rural 
governments. The study took locations at 14 rural ( from ) regencies 
of Sukoharjo that no specified the certain rural samples to find the 
phonemenon and characteristic of each rural completely. 

 
Substance of the laws goverming the rural governments ( 

regional and rual laws ) could not accommodate the problems bing 
developed in rural . Such a condition was worst by the climate of 
inadequate relationship between rural government and regional ( 
regencial ) gowernment it was associated with cohesion and adhesion 
of outhority, especially for regional income recources at rural level. 

 
Based on the resultof the research can be summarized that Jati 

village is choosen by the autonomous village profile in Gatak district, 
Sukoharjo regency. The implementation of the autonomous village is 
oriented on Perda No 4 in 2006, Perda No 16 in 2006, and 
Regents’role No 21 in 2006. Type of village as an ideal law 
society,including in village administration instution aspect, society 
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utilize, the implementation of law, society tenacity, village 
development concept, and the factors that influence it.  

 
DAFTAR ISI 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING I 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II 

HALAMAN PENGESAHAN      

HALAMAN PERNYATAAN 

KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

BAB I     PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

viii 

ix 

x 

xiv 

 

1 

11 

11 

12 

12 

13 



 

 

12 

1. Jenis dan startegi  Penelitian 

2. Lokasi  Penelitian 

3. Subyek  Penelitian 

4. Metode pengumpulan  Data 

5. Tehnik Analisis Data 

6. Tahap-tahap pelaksanan Penelitian 

 

BAB II  STUDI KEPUSTAKAAN 

A. Tinjauan Desa Dalam Konsep Normatif 

B. Tinjauan Tentang Desa 

C. Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum 

D. Tinjauan Tentang Pemerintahan Otonomi Desa 

E. Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Otonomi Desa  

F. Hukum dan Kebijakan Publik 

G. Partisipasi Masyarakat 

H. Teori Bekerjanya Hukum 

 

BAB III DISKRIPSI DESA JATI KECAMATAN GATAK 

 KABUPATEN SUKOHARJO 

A. Letak Geografis 

1. Luas Wilayah 

13 

14 

14 

15 

16 

19 

 

 

21 

25 

30 

36 

38 

49 

55 

58 

 

 

 

59 

59 



 

 

13 

2. Batas Wilayah 

3. Sumber Daya Alam 

4. Pendidikan 

5. Kesehatan 

6. Ekonomi Masyarakat 

7. Kelompok Gotong Royong 

8. Partisipasi Masyarakat 

9. Pemerintahan 

10. Lembaga Kemasyarakatan 

11. Struktur Organisasi Desa Jati 

B. Alasan Pemilihan Desa Jati Sebagai Profil  Desa 

Mandiri 

 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Desa Mandiri  

2. Pelaksanaan Desa Mandiri di Desa Jati Kecamatan 

Gatak Kabupaten Sukoharjo 

3. Model Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum 

yang Ideal 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

 

63 

 

 

66 

66 

 

69 

 

74 

101 



 

 

14 

   

 

BAB V    PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

109 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

1. Struktur Organisasi Desa Jati 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




